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Abstract  

KSPPS Artha Bahana Syariah has many savings and financing products, one of 
which is ultra-micro financing which targets small-scale or ultra-micro businesses, which 
is regulated in fatwa No. 119/DSN-MUI/II/2018 concerning ultra-micro financing based 
on sharia principles. Then can this ultra microfinancing improve the welfare of members 
and can the loan funds be used well? With this, researchers will conduct research on the 
analysis of ultra-micro financing in improving members' welfare from a maqashid sharia 
perspective. This research used descriptive qualitative methods and data collection 
techniques through interviews, observation, and documentation. The result of this research 
is that the use of KSPPS Artha Bahana Syariah Pati ultra-micro financing can be said to 
achieve the welfare of members because after obtaining a financing loan, members can 
increase business capital so that it can be used to meet business needs. The contract used 
in this financing is a murabahah contract because it is used for business activities. Apart 
from that, the low ratio and ease of applying for financing attract ultra-micro business 
actors to become members of ultra-micro financing at KSPPS Artha Bahana Syariah Pati. 
Keywords: Ultra Micro Financing; Welfare; Maqashid Syariah.  
 

Abstrak 
KSPPS Artha Bahana Syariah memiliki banyak produk simpanan dan 

pembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan ultra mikro yang menyasar pada 
usaha berskala kecil atau ultra mikro, yang diatur pada fatwa Nomor 119/DSN-
MUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah. Lalu 
apakah pembiayaan ultra mikro ini dapat meningkatkan kesejahteraan anggota 
dan dapat dipergunakan dengan baik pinjaman dana tersebut. Dengan ini peneliti 
akan melakukan penelitian mengenai analisis pembiayaan ultra mikro dalam 
peningkatan kesejahteraan anggota dalam perspektif maqashid syariah. Dalam 
penelitian ini, menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari 
penelitian ini ialah penggunaan pembiyaan ultra mikro KSPPS Artha Bahana 
Syariah Pati dapat dikatakan mencapai kesejahteraan para anggota karena setelah 
mendapatkan pinjaman pembiayaan, anggota dapat menambah modal usaha, 
sehingga dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan usaha.  Akad 
yang digunakan pembiayaan ini yaitu akad murabahah karena dipergunakan 
untuk kegiatan usaha. Selain itu nisbah yang rendah dan kemudahan pengajuan 
pembiayaan menjadi daya tarik para pelaku usaha ultra mikro untuk menjadi 
anggota pembiayaan ultra mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati. 
Kata Kunci: Pembiayaan Ultra Mikro; Kesejahteraan; Maqashid Syariah. 
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PENDAHULUAN 
Seiring berkembangnya zaman dan semakin bertambahnya 

kebutuhan masyarakat yang meningkat akan mendorong masyarakat 
untuk berwirausaha atau membuka suatu usaha. Selain skill yang harus di 
miliki dalam berwirausaha, pelaku usaha juga harus memiliki modal yang 
cukup, maka dari itu lembaga keuangan baik perbankan maupun lembaga 
keuangan bukan bank menyediakan pembiayaan modal usaha dalam 
produk pinjaman. Unsur penting untuk mengoptimalkan peran UMKM 
ataupun usaha ultra mikro ialah dengan kemudahan dalam akses pinjaman 
modal untuk usaha dan salah satu aspek yang mempengaruhi 
perkembangan usaha mikro yang kurang optimal adalah aspek keuangan 
karena pengelolaan keuangan usaha masih minim dan akses 
permodalannya terbatas, maka dari itu terdapat salah satu program 
pemerintah yaitu bantuan pinjaman modal usaha yang dinamakan 
pembiayaan ultra mikro, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi 
tercapainya tujuan disalurkannya program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) 
ini.  

Dalam pembiayaan Ultra Mikro ini memberikan fasilitas 
pembiayaan maksimal 20 juta peranggota dan disalurkan pada lembaga 
keuangan bukan bank. Untuk mempermudah usaha UMKM dan ultra 
mikro terus maju dan berkembang maka Kementrian Keuangan 
membuatkan fasilitas pembiayaan Ultra Mikro yang dapat ditemukan 
dibeberapa tempat yang mudah dijangkau. Pembiayaan Ultra Mikro diatur 
dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
NO.193/PMK.05/2020, yang menjelaskan bahwa pembiayaan yang 
bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat 
bagi usaha ultra mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi 
oleh Pemerintah. (Kemenkeu, 2020) selain itu, Pembiayaan Ultra Mikro juga 
diatur pada fatwa Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan 
ultra mikro berdasarkan prinsip syariah. Yang mana pada pelaksanaanya 
wajib sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI. Terdapat beberapa 
jenis dan akad yang diatur dalam DSN-MUI meliputi: 1. Pembiayaan Ultra 
Mikro Multibarang yaitu menggunakan akad jual-beli, akad jual-beli 
murabahah, akad jual-beli salam, akad jual-beli istishna’, akad ijarah atau 
akad ijarah muntahiyyah bi al-tamlik. 2. Pembiayaan Ultra Mikro Multijasa 
yaitu menggunakan akad ijarah dan kafalah (Dewan Syariah Nasional MUI, 
2018) Teori Maqashid Syariah Imam Ghazali mengemukakan bahwa 
Maqashid Syariah yaitu pengabdian dengan menolak bentuk madharat dan 
mengambil manfaat. Imam Ghazali membagi maslahat menjadi lima 
meliputi menjaga agama (hifdz ad-din), menjaga jiwa (hifdz an-nafs), menjaga 
akal (hifdz al-aql), menjaga keturunan (hifdz an-nasl), serta menjaga harta 
(hifdz al-maal).  
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Beìrdasarkan peìneìlitian yang dijadikan rujukan peìnulis yang 
dilakukan oleìh Muhamad Naufal Khaeìrul Masi “Analisis Peìnyaluran 
Peìmbiayaan Ultra Mikro BMT Nusa Umat Seìjahteìra (NUS) Cabang Breìbeìs 
beìrdasar Azas Maslahah Mursalah”. Hasil peìneìlitian ini yaitu peìnyaluran 
peìmbiayaan ultra mikro di BMT NU se ìjahteìra cabang breìbeìs, 
meìnggunakan akad- akad yang beìrbasis syariah. tujuan Peìmbiayan Utra 
Mikro se ìbagai peìnyalur modal, yang seìbeìlumnya beìlum dapat fasilitas dari 
peìrbankan kareìna masuk dalam klasifikasi tidak bankableì, Analisis 
maslahah mursalah pada peìyaluran peìmbiayaan UMi di BMT NUS Cabang 
Breìbeìs, bahwa seìmua transaksi meìnggunakan akad syariah jadi teìrhindar 
dari bunga, yang dalam klasifikasi maslahah mursalah meìnjaga harta 
adalah masuk dalam klasifikasi dharuriyat.  

Beìrdasarkan peìneìlitian yang dijadikan rujukan peìnulis yang 
dilakukan oleìh Maya Meìilia, Andi Munandar, Nindi Riyana Saputri 
“Impleìmeìntasi Peìmbiayaan Murabahah dalam Meìningkatkan 
Keìseìjahteìraan Nasabah (Studi di Bank Syari’ah Mitra Agro Usaha Bandar 
Lampung)”. Peìneìlitian teìrseìbut meìmbahas meìngeìnai Impleìmeìntasi 
peìmbiayaan murabahah yang dilaksanakan pada bank Mitra Agro Usaha 
bandar lampung ialah peìmbiayaan murabahah bil wakalah yaitu dalam 
upaya pe ìmbeìrian keìkuasaan keìpada nasabah untuk meìmbeìli barang yang 
diinginkan seìcara mandiri. Peìmbiayaan ini dilakukan BPR MAU Syariah 
disatu sisi dapat meìmbantu nasabah yang meìmpunyai masalah 
peìmbiayaan dalam peìmeìnuhan modal keìrja dan keìpeìrluan konsumtif. 
Deìngan deìmikian bank syariah dapat beìrpeìran leìbih signifikan didalam 
upaya peìngeìmbangan peìreìkonomian nasional dalam meìningkatkan 
keìseìjahte ìraan masyarakat.  

Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis peìmbiayaan ultra mikro 
yang ditujukan keìpada peìlaku usaha mikro untuk meìningkatkan 
keìseìjahte ìraan anggota. Apakah dalam keìgiatan peìmbiayaan ultra mikro ini 
dapat be ìrjalan seìsuai deìngan harapan peìmeìrintah untuk meìnseìjahte ìrakan 
anggota seìcara maqashid syariah. Hal ini dapat dikaji deìngan peìne ìlitian 
pada anggota seìbeìlum dan se ìsudah meìndapatkan peìmbiayaan ultra mikro. 
 
KAJIAN LITERATUR 
Teori Kesejahteraan 

Neìgara keìseìjahteìraan (weìlfareì stateì) dianggap seìbagai jawaban yang 
paling teìpat dari beìntuk keìteìrlibatan neìgara dalam meìmajukan 
keìseìjahte ìraan rakyat (William, 2012). Konseìp weìlfareì stateì seìcara singkat 
dapat dideìfinisikan dimana peìmeìrintah dianggap meìmeìgang pe ìranan 
peìnting dalam meìnjamin keìseìjahteìraan bagi seìtiap warga neìgaranya 
(Weìlfareì Stateì, Seìbuah Konseìp Neìgara Keìseìjahteìraan, 2022). Teìrkait peìne ìrapan 
konseìp weìlfareì stateì di Indoneìsia, meìnurut Undang-undang No. 40 tahun 
2004 me ìngeìnai Sisteìm Jaminan Nasional maka meìnjadikan Indoneìsia 

74



 
 
 

Wafa Ariska Rahmadiani, Ridwan  

  JEBISKU, Vol. 2, No. 1, Maret 2024 
 

condong dalam arah peìneìrapan konseìrvatif-institutionalist weìlfareì stateì. 
Hal teìrseìbut meìnyiratkan bahwa Indoneìsia meìlalui Peìmeìrintah akan 
meìnyeìle ìnggarakan program jaminan sosial yang beìrlaku untuk se ìluruh 
warga neìgara meìlalui beìrbagai macam keìbijakan yang ada bagi kalangan 
Masyarakat yang dinilai kurang mampu (Weìlfareì Stateì, Seìbuah Konseìp 
Neìgara Keìseìjahteìraan. Diakseìs Pada Tanggal 26 Deìse ìmbeìr 2023, 2022)  
Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 

Kopeìrasi beìrasal dari kata coopeìration yang artinya keìrja sama. 
Peìnjeìlasan meìngeìnai kopeìrasi syariah meìrupakan badan usaha de ìngan 
anggota orang-orang atau badan hukum kope ìrasi, yang beìrlandaskan 
prinsip-prinsip syariat Islam dan meìnjadi bagian geìrakan eìkonomi rakyat 
yang beìrtumpu pada prinsip keìkeìluargaan. Teìrdapat tiga jeìnis keìgiatan 
usaha yang diseìleìnggarakan pada kopeìrasi syariah diantaranya 
peìnghimpunan dana, peìmbiayaan, dan peìlayanan jasa (Iskandar, 2022)  

Dalam peìnghimpunan dana teìrdapat beìbeìrapa produk simpanan 
antara lain simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukareìla. 
Dalam peìnyaluran dana (produk peìmbiayaan) te ìrdapat peìmbiayaan ultra 
mikro, peìmulihan eìkonomi nasional, talangan umrah & haji dll. 
Seìlanjutnya yaitu peìlayanan jasa seìpeìrti alih utang-piutang (al-hiwalah), 
gadai (rahn), pinjaman (al-qardh), seìrta peìnyeìrahan/peìlimpahan keìkuasaan 
(wakalah). Tujuan KSPPS yakni untuk meìnaikkan keìseìjahteìraan bagi para 
anggota dan masyarakat beìrkontribusi dalam meìnciptakan dan 
meìngeìmbangkan susunan peìreìkonomian yang beìrkeìseìimbangan seìsuai 
prinsip dan syariat Islam.  
Pembiayaan Ultra Mikro 

Peìmbiayaan Ultra Mikro (UMi) meìrupakan program lanjutan oleìh 
bantuan sosial yang ditargeìtkan pada usaha mikro yang beìrada di lapisan 
teìrbawah, dan beìlum difasilitasi oleìh Kreìdit Usaha Rakyat (KUR). 
Peìmbiayaan ultra mikro meìmbeìrikan fasilitas peìmbiayaan de ìngan 
maksimal peìmbiayaan Rp20.000.000.- peìr nasabah yang disalurkan ke ìpada 
Leìmbaga Keìuangan Bukan Bank (LKBB) (Peìmbiayaan Ultra Mikro, n.d.). 
Peìmbiayaan ultra mikro teìlah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 
119/DSN-MUI/II/2018 teìntang peìmbiayaan ultra mikro yang meìnjeìlaskan 
bahwa peìmbiayaan ultra mikro ialah layanan peìmbiayaan untuk usaha 
keìcil yang dilakukan masyarakat yang dibeìrikan dari leìmbaga keìuangan 
syariah dimana peìmbiayaan dapat beìrupa barang dan jasa yang nilainya 
sangat keìcil dan beìrmacam-macam (Fauziyah eìt al., 2021).  

Syarat meìndapatkan peìmbiayaan ultra mikro antara lain: 
1. Seìdang tidak dibiayai ole ìh leìmbaga keìuangan atau kopeìrasi. 
2. Warga Neìgara Indone ìsia (WNI) dibuktikan oleìh Nomor Induk 

Keìpe ìndudukan Eìleìktronik. 
3. Meìmpunyai ijin usaha atau keìteìrangan usaha dari instansi peìmeìrintah 

atau surat keìteìrangan usaha dari peìnyalur. 
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Untuk skeìma peìnyaluran pe ìmbiayaan ultra mikro seìbagai beìrikut: 
Gambar 1 

Skema penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro 
 
 
 
 
 

      
    

         
 
 
 

  
 

 
 

Ada beìbeìrapa macam peìrbeìdaan antara Kreìdit Usaha Rakyat dan 
peìmbiayaan ultra mikro diantaranya: 

Tabel 1 
Perbedaan KUR dan Ultra Mikro 

Kriteria KUR UMi 

Leìmbaga peìnyalur  Peìrbankan dan leìmbaga 
keìuangan  

Leìmbaga keìuangan 
bukan bank (LKBB) 

Plafon peìmbiayaan Rp 25 juta (mikro) s/d 
Rp 500 juta  

Maksimal Rp 20 juta 

Peìneìrima Para peìlaku usaha mikro 
keìcil 

Peìlaku usaha ultra 
mikro  

Teìnor pinjaman  Jangka panjang (>1 
tahun)  

Jangka peìndeìk (<52 
minggu) 

Agunan Untuk usaha keìcil 
dibutuhkan agunan 
seìbagaimana keìteìntuan 
dalam peìrbankan  

Dalam peìmbiayaan 
individu meìmakai 
agunan, untuk 
keìlompok tidak ada 
agunan  

Peìlatihan dan 
peìndampingan 

Tidak wajib Wajib 

Konseìp dukungan 
peìmeìrintah  

Subsidi bunga PIP meìmbeìrikan 
pinjaman keì LKBB 
deìngan bunga 2%-4% 

Proseìdur pinjaman  Meìkanismeì peìrbankan  Meìkanismeì nonbank 

 

PIP 
Pusat Investasi 

Pemerintah 

Bahana  
Koperasi dan LKM 

Kelompok/individu 

LKBB  
Non Afiliasi 
Pemerintah  

Kelompok/individu 

Pegadaian 

Individu   

PNM  
Permodalan Nasional 

Madani 
Kelompok 
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Kesejahteraan  
Dalam KBBI dijeìlaskan bahwa seìjahte ìra ialah makmur, aman, 

seìntosa dan seìlamat. Seìlain itu keìseìjahteìraan me ìnunjukkan keìadaan baik, 
kondisi dimana manusia dalam keìadaan makmur, damai seìrta seìhat 
(Nasional, 2005). Dari deìfinisi lain meìnjeìlaskan bahwa keìseìjahteìraan 
meìrupakan suatu kondisi yang meìngheìndaki teìrpeìnuhinya keìbutuhan 
bagi individu atau keìlompok beìrupa keìbutuhan pangan, keìseìhatan, 
peìndidikan. Yang pada intinya keìseìjahte ìraan yakni meìnuntut 
teìrpeìnuhinya keìbutuhan manusia meìliputi ke ìbutuhan primeìr (seìpeìrti 
pangan, sandang, papan seìrta keìamanan dan keìseìhatan yang baik), 
keìbutuhan seìkundeìr (seìpe ìrti smartphoneì, inteìrneìt, transportasi, alat 
eìleìktronik, peìrlatan atau peìrabotan yang meìnunjang keìgiatan seìhari hari), 
dan keìbutuhan teìrsieìr (seìpeìrti reìkreìasi, meìmakai barang-barang brandeìd, 
peìrhiasan, rumah meìwah dll) (Konseìp Al-Quran teìntang Keìseìjahteìraan Sosial 
(Tafsir Tahlily), n.d.). 

Faktor-faktor inteìrnal yang meìmpeìngaruhi keìseìjahteìraan yakni 
peìndapatan, peìndidikan, pe ìkeìrjaan, umur, tabungan, keìpeìmilikan asseìt, 
dan jumlah anggota keìluarga. Seìlain itu faktor-faktor eìksteìrnal yang 
meìmpeìngaruhi keìseìjahteìraan yaitu keìmudahan akseìs financial pada 
Leìmbaga keìuangan, akseìs bantuan peìmeìrintah, lokasi teìmpat tinggal, 
keìmudahan akseìs dalam kreìdit/peìralatan.  

Lebih lanjut, terkait kesejahteraan secara maqashid syariah. 
Maqashid seìcara bahasa ialah beìntuk plural (jama’) dari maqshud. Adapun 
akarnya beìrasal dari kata veìrbal qashada, yang artinya beìrtujuan, me ìnuju, 
beìrkeìinginan dan keìseìngajaan (Lubis eìt al., 2023). Maqashid syariah 
meìrupakan seìgeìnap tujuan dari hukum-hukum yang diisyaratkan Allah 
SWT teìrhadap hamba-Nya, yang tidak lain adalah untuk meìnciptakan 
keìmaslahatan. Tujuan dalam eìkonomi syariah ini meìliputi tujuan umum 
dan tujuan khusus yang meìrupakan inti dari peìnsyariatan hukum eìkonomi 
syariah (muamalat) itu seìndiri (Khodijah, 2014). 

As-Syathibi meìmbagi maqashid dalam tiga tingkatan yaitu 
dharuriyyat (primeìr), hajiyyat (seìkundeìr), dan tahsiniyat (teìrsieìr). Meìnurut 
As-Syathibi bahwa tujuan syar’i (Allah) dalam meìneìgakkan syariat adalah 
agar hamba-hamba-Nya meìngeìnal keìbaikan (maslahat) dan me ìnolak 
keìmungkaran (mafsadah) yang meìnimpa meìreìka. Ad-Dharuriyyat, yaitu 
meìmeìlihara keìbutuhan yang beìrsifat eìseìnsial bagi keìhidupan manusia 
deìmi teìrwujudnya keìmaslahatan agama dan dunia. Keìbutuhan yang pokok 
itu ada lima yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), keìturunan (an-nasl), harta 
(al-mal), dan akal (al-aql). Hajiyat, yaitu keìbutuhan yang tidak be ìrsifat 
eìseìnsial, meìlainkan keìbutuhan yang dapat meìnghindarkan manusia dari 
keìsulitan hidupnya (Mufid, 2018). Tahsiniyat yaitu keìbutuhan yang 
meìnunjang peìningkatan martabat manusia dalam masayarakat dihadapan 
tuhannya deìngan keìpatuhan (Mardani, 2013).  
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Macam-macam maqashid syariah: 
1. Memelihara Agama (Hifdz al-Din) 

Upaya meìnjaga agama dinilai paling tinggi dibandingkan 
deìngan lainnya. Meìmeìlihara agama pada tingkatan (1) Dharuriyat, yang 
meìliputi meìneìgakkan dan meìnjalankan keìwajiban agama seìpeìrti 
meìlaksanakan salat lima waktu. (2) Hajiyyat, yaitu meìnjalankan 
keìwajiban agama deìngan tujuan meìnghindari keìsulitan rintangan, 
seìpe ìrti shalat beìrjamaah dan shalat qashar bagi orang yang se ìdang 
beìpe ìrgian. (3) Tahsiniyyat, khususnya deìngan beìrpeìgang pada ajaran 
agama yang meìnjaga harkat dan martabat manusia seìpeìrti meìnutup 
aurat, meìnjaga keìbeìrsihan badan, pakaian dan lingkungan seìkitar.  

2. Memelihara Jiwa (Hifdz al-Nafs) 
Seìtiap poteìnsi yang ada pada nafs (jiwa) me ìmiliki 

keìce ìndeìrungan untuk meìmbeìntuk keìpribadian manusia meìskipun hal 
teìrseìbut dipeìngaruhi oleìh faktor inteìrnal maupun eìksteìrnal. 
Meìmeìlihara jiwa ada tiga tingkat yang beìrbeìda, teìrgantung pada 
seìbe ìrapa peìntingnya masing-masing. meìmpeìrtahankan jiwa pada 
tingkat (1) Dharuriyat, seìpeìrti meìmeìnuhi keìbutuhan pangannya. (2) 
Hajiyat, seìpeìrti dipeìrbole ìhkannya beìrburu binatang untuk meìnikmati 
makanan yang eìnak dan halal teìtapi hal ini akan meìmpe ìrsulit 
hidupnya. (3) Tahsiniyyat, seìpeìrti keìwajiban makan dan minum, yang 
jika diabaikan tidak akan meìmbahayakan keìlangsungan hidup 
manusia teìtapi hanya akan meìmpeìrsulit keìhidupannya.  

3. Memelihara Akal (Hifdz al-Aql)  
Meìnurut Jasseìr Auda, hifdz al-‘Aql dapat dideìfinisikan se ìbagai 

beìntuk peìngeìmbangan teìrhadap akal atau pikiran (Auda, 2015) 
Meìmeìlihara akal ada tiga tingkatan (1) Dharuriyat, dilarang meìlakukan 
peìrbuatan seìpeìrti meìngkonsumsi alkohol dan sifat buruk lainnya. Jika 
ini dilanggar, maka keìbe ìradaan akal akan teìrancam. (2) Hajiyat, dimana 
dianjurkan untuk meìncari ilmu. Jika hal ini dilakukan, tidak akan 
meìrugikan pikiran, te ìtapi akan meìmpe ìrsulit seìseìorang untuk 
meìmajukan ilmu peìngeìtahuan. (3) Tahsiniyat, seìpeìrti meìnahan diri dari 
meìnghayal, meìlamun atau meìndeìngarkan informasi yang tidak 
beìrmanfaat. Ini teìrkait eìrat deìngan eìtika dan tidak akan langsung 
meìmbahayakan keìbeìradaan akal.  

4. Memelihara Keturunan (Hifdz al-Nasl)  
Islam meìmbeìrikan peìrhatian yang be ìsar dalam meìngukuhkan 

hukum seìrta aturan dan meìnjauhkan seìtiap keìluarga dari hal-hal leìmah 
dan tidak baik, seìrta meìngayominya meìlalui peìrbaikan dan keìteìnangan 
yang meìnjamin keìhidupan di dunia. Meìme ìlihara keìturunan ditinjau 
dari seìgi keìbutuhannya (1) Dharuriyat, Meìlindungi keìturunan 
teìrmasuk peìrkawinan dan tidak meìlakukan zina. (2) Hajiyat, seìpeìrti 
meìwajibkan suami meìmbayar mahar pada saat akad nikah dan 
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meìmbeìrinya hak untuk meìngajukan talak (3) Tahsiniyat, seìpeìrti khitbah 
(tunangan) atau walimah dalam peìrkawinan, hal ini dilakukan dalam 
rangka meìleìngkapi keìgiatan peìrnikahan.  

5. Memelihara Harta (Hifdz al-Mal) 
Peìmeìliharaan harta ialah suatu konseìp meìngeìnai tata cara 

keìpe ìmilikan harta dan larangan meìmpeìrole ìh harta seìcara tidak hak. 
Meìmeìlihara harta dilihat dari keìpeìntingannya (1) Dharuriyat, yang 
meìliputi meìmatuhi aturan syariat teìntang keìpeìmilikan harta dan 
meìnahan diri dari meìncuri barang orang lain tanpa izin. (2) Hajiyat, 
seìpe ìrti syariat jual beìli deìngan salam dan keìbeìradaan propeìrti dapat 
teìrancam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan meìngancam 
eìksisteìnsi harta, meìlainkan akan meìmpeìrsulit orang yang meìmeìrlukan 
modal  (3) Tahsiniyat, seìpeìrti klausul larangan peìnipuan atau 
keìcurangan, hal ini juga eìrat kaitannya deìngan eìtika muamalah atau 
eìtika bisnis.  

 
METODE PENELITIAN  

Jeìnis dan peìndeìkatan peìneìlitian ini adalah peìneìlitian kualitatif 
studi kasus dan lapangan (fieìld reìseìarch). Peìnggunaan meìtodeì kualitatif 
pada pe ìneìlitian ini didasarkan pada seìbeìrapa tingkat keìseìjahteìraan 
anggota peìmbiayaan Ultra Mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati yang 
akan diteìliti leìbih lanjut. Subyeìk pada peìneìlitian ini yaitu Seìkreìtaris 
peìngurus, Manageìr seìteìmpat, seìrta anggota peìmbiayaan Ultra Mikro 
KSPPS Artha Bahana Syariah Pati. Teìknik peìngumpulan data dilakukan 
meìlalui wawancara, obseìrvasi dan dokumeìntasi kareìna beìntuk pada 
meìtodeì kualitatif meìnghasilkan data deìskriptif beìrupa tulisan maka data–
data yang didapat akan diolah dan dianalisis deìngan meìnggunakan teìknik 
analisis data kualitatif.  
 
PEMBAHASAN 

Program peìmbiayaan ultra mikro meìrupakan pinjaman 
peìmbiayaan yang digunakan untuk keìmandirian usaha yang meìnyeìdiakan 
peìmbiayaan seìcara mudah dan ceìpat bagi para peìlaku usaha ultra mikro. 
Peìmbiayaan ultra mikro diatur pada Fatwa DSN MUI Nomor 119/DSN-
MUI/II/2018. Peìmbiayaan ultra mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah 
meìnggunakan akad murabahah kareìna dipeìrgunakan untuk usaha.  

Teìrdapat beìbeìrapa syarat meìngajukan pe ìmbiayaan Ultra Mikro di 
KSPPS Artha Bahana Syariah Pati, diantaranya:  
1. Tidak seìdang dibiayai fasilitas KUR 
2. Meìmpunyai usaha ultra mikro keìcil  
3. Meìnyeìrahkan KTP, KK, dan Agunan (SHM, BPKB, Bilyeìrt beìrjangka) 

Teìrdapat beìbeìrapa tahapan dalam peìngajuan sampai peìncairan 
peìmbiayaan ultra mikro, diantaranya: 
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Gambar 2 
Prosedur Pengajuan Pembiayaan Ultra Mikro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Peìrtama-tama calon anggota meìngajukan pinjaman peìmbiayaan ultra 

mikro deìngan meìmeìnuhi syarat-syarat peìmbiayaan, meìngisi formulir 
peìngajuan peìmbiayaan, meìnunjukkan bukti jaminan asli (SHM, BPKB, 
Bilye ìrt beìrjangka), dan meìleìngkapi beìrkas pe ìmbiayaan (KTP, KK).  

2. Keìdua, pihak KSPPS me ìnginput data SIKP (Sisteìm Informasi Kreìdit 
Program) untuk meìndeìteìksi calon anggota ini meìmpunyai KUR atau 
pinjaman di leìmbaga keìuangan lain. Jika calon anggota tidak meìmiliki 
KUR dibank lain maka proseìdur bisa dilanjutkan, namun jika calon 
anggota teìrdeìteìksi me ìmiliki peìmbiayaan lain maka peìngajuan 
dihe ìntikan.  

3. Keìtiga, yaitu surveìy 5C (Capacity-keìmampuan, Collateìral-jaminan, 
Characteìr-keìpribadian, Capital-modal, Condition-kondisi eìkonomi)  

4. Keìeìmpat, analisa kreìdit ini leìbih dite ìkankan dalam meìlihat 
keìmampuan meìmbayar dari calon anggota (capacity) untuk dibe ìrikan 
seìjumlah pinjaman. Yang dirapatkan Beìrsama komiteì kreìdit (AO, 
manajeìr, frontlineìr, direìktur reìgional) seìteìlah itu diajukan keì eìkseìkutif 
peìngurus (seìkreìtaris atas peìrseìtujuan keìtua peìngurus) untuk 
diteìtapkan reìalisasi pinjaman seìsuai deìngan kapasitas.   

5. Keìlima, yaitu peìncairan. Saat peìngajuan sampai peìncairan biasanya 
meìmbutuhkan waktu 2-3 hari. Dalam pe ìncairan peìmbiayaan ini 
teìrdapat peìnanda tanganan peìrjanjian akad dan peìrikatan, peìnyeìrahan 
dana peìmbiayaan seìrta meìngamankan agunan (reìal/bukti keìpeìmilikan 

Peìrhitungan angsuran dalam peìmbiayaan ultra mikro yakni 
seìbagai beìrikut:  
Peìrhitungan pokok = Jumlah pinjaman ÷ teìnor  
Peìrhitungan nisbah = Nisbah x jumlah pinjaman  
Jumlah angsuran = Pokok + nisbah  

Permohonan  

Input data SIKP 
(Sistem Informasi 
Kredit Program) 

Survey 5C  

Analisa kredit   Pencairan 
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Untuk calon anggota baru ada beìbeìrapa potongan yaitu: 1) simpanan 
pokok Rp20.000,00, 2) simpanan wajib 1% dari plafon, dan 3) biaya profeìsi 
dan administrasi 3%. 

Sebelum meìndapatkan fasilitas peìmbiayaan ultra mikro, anggota 
meìrasa keìsulitan dalam hal peìrmodalan, khususnya para peìlaku usaha 
ultra mikro yang meìmbutuhkan dana deìngan ceìpat dan nisbah yang 
reìndah, anggota tidak bisa meìmpeìrluas peìrkeìmbangan usaha, dan anggota 
keìsulitan meìmproduksi barang usaha dalam jumlah banyak, jumlah 
produksi yang seìdikit dan peìndapatan yang kurang meìningkat. Namun, 
Setelah adanya peìmbiayaan mikro dapat meìmbeìrikan peìningkatan 
teìrhadap para peìdagang de ìmi meìningkatkan keìmajuan usahanya. Bila 
meìngamati hal teìrseìbut progam yang dijalankan oleìh KSPPS Artha Bahana 
Syariah yang meìlalui produk peìmbiayaan ultra mikro, deìngan cara 
meìmbeìrikan modal keìpada para peìdagang yang meìmbutuhkan sangat 
beìrpeìngaruh deìmi keìmajuan dan peìningkatan usahanya, dari usaha 
nasabah yang seìmpat teìrkeìndala modal hingga usaha teìrseìbut mampu 
meìmeìnuhi peìsanan konsume ìn. Deìngan ini peìmbiayaan ultra mikro KSPPS 
Artha Bahana Syariah Pati sangat beìrpeìngaruh teìrhadap peìningkatan 
keìseìjahte ìraan anggota. De ìngan peìningkatan peìndapatan masyarakat 
meìreìka akan leìbih meìncukupi keìbutuhan keìluarganya seìhingga 
peìningkatan keìseìjahteìraan dapat teìrlaksana.  

Beìrdasarkan analisis peìningkatan keìseìjahteìraan dalam peìrspeìktif 
Maqashid Syariah anggota peìmbiayaan ultra mikro KSPPS Artha Bahana 
Syariah Pati  dapat dijabarkan seìbagai beìrikut:  
1. Meìnjaga agama (hifdz ad-din) Analisa meìnjaga agama ialah 

peìrlindungan agama yang dilihat dari zakat, infaq, shodaqoh yang 
dike ìluarkan oleìh anggota peìmbiayaan. 

2. Meìnjaga jiwa (hifdz an-nafs) Dalam peìrlindungan meìnjaga jiwa 
dicontohkan anggota dapat meìncukupi keìbutuhan pokok hidup seìpeìrti 
meìngkonsumsi makanan-makanan yang seìhat.  

3. Meìnjaga akal (hifdz al-aql)  meìnjaga akal seìhingga dapat beìrfikir mana 
yang baik mana yang buruk dan apa yang boleìh dan tidak 
dipe ìrboleìhkan dalam islam dalam reìalisasi anggota mampu untuk 
meìncukupi keìpeìrluan peìndidikan keìluarga meìreìka, teìrutama untuk 
meìnyeìkolahkan anak-anak. 

4. Meìnjaga keìturunan (hifdz an-nasl) Dalam islam meìnganjurkan untuk 
meìnikah dan meìnjauhi zina. meìnjaga keìturunan tidak hanya pada 
konteìks peìrnikahan teìtapi dalam konteìks bagaimana suatu keìluarga 
dapat meìmbeìrikan hal baik seìrta positif untuk keìturunannya.  

5. Meìnjaga harta (hifdz al-maal) Dalam Islam meìnganjurkan umatnya 
meìmpeìroleìh harta yang halal deìngan cara beìrmuamalah seìpeìrti jual 
beìli, seìwa meìnyeìwa, gadai dan seìbagainya yang tidak meìngandung 
riba, gharar, maysir, tadlis, dan dhulman.  
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Teìrdapat beìbeìrapa faktor peìnghambat dan peìndukung anggota 
dalam  meìngambil peìmbiayaan ultra mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah 
Pati yaitu, faktor penghambat anggota seìdang me ìmpunyai KUR atau kreìdit 
di leìmbaga lain, untuk Faktor Peìndukung Anggota ingin meìnambah modal 
dan anggota teìrtarik kareìna proseìsnya mudah, ce ìpat dan nisbah reìndah.  

Tabel 2 
Hasil Analisis SWOT pada Anggota Pembiayaan Ultra Mikro  

KSPPS Artha Bahana Syariah Pati 
Strength (Kekuatan) 

1. Peìnambahan modal. 
2. Sarana prasarana leìbih meìmadai. 
3. Seìmangat keìrja tinggi. 

Weakness (Kelemahan) 

1. Meìngandalkan satu usaha.  
2. Pinjaman modal kurang 

banyak. 
3. Kurangnya keìmampuan 

meìngikuti peìrkeìmbangan 
zaman.  

Opportunity (peluang) 

1. Meìmpeìrluas jaringan peìmasaran.  
2. Meìngikuti treìn yang seìdang naik. 
3. Beìlum teìrlalu banyak peìsaing 

dalam seìktor-seìktasor usaha ultra 
mikro. 

Threats (Ancaman) 

1. Peìrsaingan dagang seìmakin 
tinggi. 

2. Peìnguasaan sisteìm informasi 
peìsaing leìbih unggul. 

3. Kurangnya minat peìmbeìli.  
 
 Dari analisis pada Tabel 2, untuk meìningkatkan peìndapatan 
sangatlah kuat kareìna anggota meìndapatkan tambahan modal yang cukup 
guna ke ìpeìrluan-keìpeìrluan usaha dan peìrsaingan usaha dapat te ìratasi 
meìlalui keìkuatan dan peìluang yang dimiliki pada masing-masing anggota.  

 
KESIMPULAN 

Pe ìneìrapan peìmbiyaan ultra mikro KSPPS Artha Bahana Syariah Pati 
seìsuai deìngan peìraturan me ìnteìri keìuangan RI No193/PMK.05/2020 dan 
Fatwa 119/DSN-MUI/II/2018 yang meìngatur teìntang peìmbiayaan ultra 
mikro beìrdasarkan prinsip syariah. Peìmbiayaan ultra mikro di KSPPS 
Artha Bahana Syariah Pati ini dapat dikatakan me ìncapai keìseìjahteìraan para 
anggota kareìna seìteìlah meìndapatkan pinjaman pe ìmbiayaan, anggota dapat 
meìnambah modal usaha se ìhingga dapat digunakan untuk meìleìngkapi 
keìbutuhan-keìbutuhan usaha yang seìbeìlumnya banyak keìndala dalam 
peìrmodalan. Ditinjau dari maqashid syariah yang meìliputi hifdz al-din 
(meìnjaga agama), hifdz al-nafs (meìnjaga jiwa), hifdz al-aql (meìnjaga akal), 
hifdz al-nasl (meìnjaga keìturunan), dan hifdz al-maal (meìnjaga harta) anggota 
meìngalami keìmaslahatan dalam keìhidupannya. Seìhingga peìmbiayaan 
ultra mikro ini banyak diminati oleìh masyarakat. 

Saran untuk penelitian selanjutnya, peneliti supaya lebih mendalami 
mengenai pembiayaan ultra mikro terutama pada persektif maqashid 
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syariah agar penelitian yang ditulis lebih valid dan akurat. Bagi objek 
penelitian dan anggota sebaiknya lebih memahami mengenai akad yang 
dipakai dalam pembiayaan sehingga anggota tidak merasa bingung serta 
dapat membedakan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah.  
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